MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 4 Niti Mandala DENPASAR : 80235
Telepon : 236058 — 236213 Web.: www.ptun-denpasar.go.id E-mail: info@ptun-denpasar.go.id

Denpasar, 2 September 2026
Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Mataram
di-

Mataram

SURATPENGANTAR
NOMOR : 1107/SEK.PTUN.W7-TUN3/KU1.1/IX/2026

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1 Laporan Realisasi Anggaran DIPA 05 1 (satu) Dikirim dengan hormat
Bulan Agustus 2026 Bendel untuk menjadi periksa
Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DENPASAR,

NI MADE YENI WIDAYANI




LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Agustus 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 559862 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

. JUMLAH SELURUHNYA
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

AEA Koordinasi

AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang
521211  Belanja Bahan

000001. Konsumsi Pengamanan Sidang

BCA Perkara Hukum Perseorangan

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya Perkara

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

BCA.001

005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
000002. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan
521211  Belanja Bahan
000003. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara
000004. Alat Tulis Kantor

QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

005.0A Pos Bantuan Hukum
521211  Belanja Bahan
000005. ATK Posbakum
522131  Belanja Jasa Konsultan
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*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKemponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2026
Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 559862 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR Hal 2 dari 2

000006. Jasa Konsultasi Hukum 28,800,000 0 14,400,000 2,400,000 16,800,000 58.33 % 12,000,000

npasar, 2 Agustus 2026
ATA USAHA NEGARA DENPASAR
SEKRETARIS

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



